
: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor I 8 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada 
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi 
sumber pendapatan asli daerah ; 

: b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan Daerah yang penting guna 
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
dan Pembangunan Oaerah untuk memantapkan 

DENG AN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI NIAS, 

TENT ANG 
PERllBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABllPATEN 

NIAS NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI 
IZIN TRAYEK 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
NOMOR: 20 TAHUN 2002 

SERI: C 

LEMBARAN DAERAH 
KABUP ATEN NIAS 
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T.ahun .'WOO Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048 ) ; 

4. IJ11dang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentan» 
l\·1111:rintnhan Dacrah (Lembaran Negara Tahu; 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

."i lJ11dun1:1-undang Nornor 25 Tahun 1999 tentanc 
l'enn1b1111ga11 Keuangan antara Pemerintah Pusa~ 
d1111 l>uerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3848): 

(i. l'eruturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
te1111111g Pclaks~naan Kitab Undang-undang 
I luku111 Acara P1dana (Lembaran Negara Tahun 
198.1 Nornor 36, Tambahan Lembaran Negara 
No111or .1:?58); 

7. Pern1uru11 Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2000 te_nta.ng .Kewenan~an Pemerintah dan Kewenangan 

P1opms1 sebaga1 Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nornor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 200 l Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4090) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4139) ; 

I 0. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang T eknik Penyusunan Peraturan Perundang 
undangan da~ Bentuk Rancangan Undang 
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 
Rancangan Keputusan Presiden · 

' 
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l. Undang-undang Nomor 7 Ort TaKhubn 1~56 
tentang Pembentukan Daerah Otonom a upa .en: 
kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi .: 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 :~ 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor (. 
1092); :r 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tpe?dtang ;'..: 
Ki tab Undang-undang Hukum Acara 1 ana ·t 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, ·.:. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; \ 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun hl99(L7 te~tan&;'.:~, 
Pajak Daerah dan Retribusi Daera em aran ./ 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tam?ahan :~ 
Lembaran Negara Nomor 3693), sebaga1mana:~ 
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 /: 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang· ~ 

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
dan Pembangunan Daerah untuk mcmantapkan 
Otonomi Daerah yang luas, nyata dau t-ertanggung 
jawab ; 
bahwa Peraturan Daerah Kabupatc ', -as .Nomor 

c. 14 Tahun 1998 tentang Terminal perlu diadakan 
perubahan sesuai dcngan p,:, ~e~ba~gan keadaan 
dan perekonomian sekarang mt, sejalan dengan 
berlakunya Undang-undang No11111r 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-i.». .: -: Nom~r I~ 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerai- J., 11 Retribusi 
Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagk•a11nll111c1 
dimaksud pada huruf a, b dan c di atas,' ma a pe~ u 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 1998 tentang 
Retribusi Terminal ; 

Mengingat 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten N ias ; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ; 
c. K~pala Daerah adalah Bupati Nias ~ 
d. · ~mas ad~lah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias; 
e. Kepala Dmas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ; 
f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ; · 

, g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat B.KP adalah 
Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Nias; 
Retribu~i a~a!ah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pembenan izm tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 
T~hun 1998 tentang Retribusi lzin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 
N.1as Nornor ~O Tahun 1999, Seri B Nomor 9), Pasal J dan Pasal 10 
diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
TENT ANG PERUBAHAN A TAS PERA TURAN 
DAERAH KABUP A TEN NIAS NOMOR I 8 
T AHUN 1998 TENT ANG RETRIBUSJ JZIN 
TRAYEK 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan persetujuan 
DEW AN PERW AKI LAN RAKYAT DAERAH KABUPA TEN NIAS 
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11. Keputusan Menteri Dnlam Negeri Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Pcnyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pcmcrintah Oaerah ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Ducrnh ; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di 
Bidang Retribusi Dncrnh ; 

14. Keputusan Menteri l)ulum Ncgcri Nomor 43 
Tahun 1999 tcntang Sistem dan Proscdur 
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Oaerah dan 
Penerimaan Lain-lain ; 

15. Peraturan Oaerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 
1993 tentang Penghunjukkan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang mclakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah yang mcmuat 
ketentuan Pidana ( Lembaran Daerah Kabupaten 
N ias Tahun 1993 Nomor 4) : 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 
Tahun 1998 tentang Rctribusi lzin Trayek 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Nias Tahun Nomor ,: 
10 1999, Seri B Nomor 9): 

17. Peraturan Oaerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 
2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Oaerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11) : 
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(I) :lruktur.dan ~esarnya lurif'rctribusi ditetapkan sebagai berikut: 
a. Mohr! penumpang urn um (kapasitas 7 s d 9 0 ) b R 7 · · . . · · . rang se esar 

p. 5.000,- ( tujuh puluh Inna ribu rupiah) per unit I tahun 
h. Mobil Bus umum (.kupasit.as 15 s.d 26 orang) sebesar 

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit I tahun · 
c Pemberian lzin Trayck unit/ tahun : ' 

I) Dengan jarak tcmpuh O KM s.d. 50 KM 
sebesar. . . . Rp. 15.000,- 

2) Dengan jarak tempuh O KM s.d. 51 KM 
ke atas sebesar 

3) Keluar Wilayah .. K~b~~;~~~·N·j~~·::::::::::: RRp. ;5°·0°0°0°,- p. - . ,- 

'f(2) Setiap Bus dan Mobil Penumpang Umum wajib merniliki Kartu 
ti Pengawasan yang masa berlakunya adalah selama 1 (satu) tahun. 
,:: 

Pasal 10 

kelebiha~ pembayaran retribusi karena jumlah kredit retrib . I bih besar dar tr ib · · us1 e I 
~- ~~"., ', J _re J usi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang : 

:· . urut 1 a!:,rihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD d I h 

l\~rat untuk mclakukan tagihan retribusi d~n atau sanksi admin~s::si 
)t:rupa bunga dan atau denda · 

I. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari 
mengu~pulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnva untuk 
,~engu_p kcpatuhan pcrncnuhan kewaiiban Retribusi dan unt~k tujuan 
la111 dalam rangka mclaksanakan ketentuan perundang-undang~n d 
bidang Retribusi : 1 

u. Pcnyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah seran k . 
11'.1'.lakan ):ang dilakukan okh Penyidik Pegawai Negeri Sipif ;~~~ 
\d,_,~Jutnya dischut Pc11v1d1k, untuk mencari serta mengump~lka~ 
bukl'. yang dengan h111i11 1111 membuat terang tindak pidana di bidan 
Rctribusi yang terjadt scnu mencmukan tersangkanya. . g 
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oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau 
badan ; 

i. , Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa 
pelayanan pemberian izin trayek ; 

J. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk 
melakukan pemungutan retribusi ; 

k, Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada 
orang atau badan yang mengusahakan lintasan kendaraan umum 
untuk pelayanan jasa angkutan orang yang mempunyai asal clan 
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadual tetap rnaupun tidak 
berjadual yang berada di dalarn Daerah; 

I. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan digunakan untuk 
mengangkut orang atau barang sclain daripada kendaraan yang 
berjalan di atas rel ; 

m. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk 
dipergunakan umum dengan rnemungut bayaran ; 

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD 
adalah Surat Keputusan yang mencntukan besarnya jumlah retribusi 
yang terhutang ; 

o. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah 
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mclakukan 
pernbayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tcmpat lain 
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Dacrah ; 

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya 
disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan 
besamya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi 
administrasi danjumlah retribusi yang masih harus dibayar ; " 

q. Surat. Keteta~an Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, ·\ 
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang / 
rnenentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah r 
ditetapkan ; 

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya } 
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah )~ 

'J, 
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;( 

{ Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
~: Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
\ tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 
''. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan 
:·. Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang· bersumber 
ii; dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah 
~· yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan 
/ menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan 
~ dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 
}' 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR41 

• Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 temang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah 

. mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar 
t kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. 

'~ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan 
· \ sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa 
'· penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus 
, ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan 

Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang. 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABllPATEN NIAS 
NOMOR 20 TAHllN 2002 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABlJPATEN 

NIAS NOMOR 18 TAHllN 1998 TENTANG RETRIBllSJ 
IZIN TRAYEK 
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FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA 

SEKRETt~S DAERAH KABUPATEN NIAS 

~~~ 

BINA HA Tl B. BAE HA 

dto 

· Disahkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 26 Juli 2002 

UUPATI NIAS, 

Diundangkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 20 September 2002 
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TAMBAH.-\N LEl'\.IBARAN OAF.RAH h.AHllPATEN NIAS NOMOR 77 

Pasal II 
Cukup jelas 

Pasal I 
Pasal I 

.Cukup jelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 

PASAL DEMI PASAL 

- Dengan demikian, rnaten Peraturan Daerah dititikberatkan untuk 
menetapkan perubahan tarif Retribusi lzin Trayek. 

Dalam kaitan ini, maka penetapan tarif Retribusi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 Tahun 1998 tentang 
Retribusi Izin Trayek dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 
perekonomian sekarang ini, terutama apabila dikaitkan dengan upaya 
peningkatan pendapatan asli daerah guna mendukung keberhasilan 
perwujudan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias. 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi 
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan 
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

kesejahteraan masyarakat. Dengan dernikian, Daerah mampu · 
melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri. 


